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KEPUTUSAN S E K R E T A R I S  KOMISI  PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG  

TIM PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA. 

 

 

 

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik 

Negara dengan kondisi keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis, perlu 

membentuk tim Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan 

dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. 

 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor  92,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6523); Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor : 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan 



Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2016 

Nomor 1018, Tambahan Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1292); Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain (Berita Negara Republik Indonrsia Tahun 

2016 Nomor 1817); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 /PMK.06/2016 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara 

Tahun 2021 Nomor 1292); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem 

Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 897); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara 

Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 346); Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Keputusan   Komisi   

Pemilihan   Umum   Nomor 198/ HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang : 

1. Membentuk dan menetapkan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang 

Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; 

2. Tugas Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagai 

berikut : 



a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu 

dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan penghapusan 

Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya; 

b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit 

Barang Milik Negara yang akan dihapuskan/dipindahtangankan; 

c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan 

penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU; 

d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan 

penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU 

selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan 

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL)  Pontianak; 

e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang 

(KPKNL)  Pontianak mengenai pelaksanaan pelelangan; 

f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan 

mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka 

melalui papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari 

sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal 

pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara Lelang (KPKNL)  Pontianak; 

g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut 

penghapusan Barang Milik Negara; 

h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; 

i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut 

penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kubu Raya. 

 

 

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku pada tanggal 

ditetapkan, pada tanggal 10Juni 2025. 

- Lampiran 1 Halaman. 

 


